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MOTO 

 

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 

(Evelyn Underhill). *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*)http://katakatabijak.com/tag/evelyn-underhill/ 
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PERNYATAAN 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

  Nama : Neli Novia Andriani 

  NIM : 150903101019 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur 

Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filling Pada Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan ” adalah benar-benar hasil karya 

sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah 

diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung 

jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus 

dijunjung tinggi. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan 

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika 

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 
Jember, 11 April 2018 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Neli Novia Andriani 
NIM 150903101019 
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Universitas Jember. 

NIM : 150903101019 

Jurusan    : Ilmu Administrasi 

Program Studi  : Diploma III Perpajakan 

Judul :  

“Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filling 

Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan ” 

 

 

 

Jember,11 April  2018 
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Dosen Pembimbing, 

 

 

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak 
NIP. 198710232014041001     
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PENGESAHAN 
 
 

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form 

(1770S dan 1770) Melalui e-filling Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo Dan Rekan” telah diuji dan disahkan pada :   

hari, tanggal  : Selasa, 24 April 2018 

tempat  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 

Tim Penguji : 

Ketua, 

 

 

 

Drs. Suhartono M.P 
NIP. 196002141988031002 

 

 

 Sekretaris,                        Anggota, 

 

 

 

Aryo Prakoso,S.E.,M.SA.,Ak              Yeni Puspita S.E.,M.E. 
NIP. 198710232014041001       NIP. 198301012014042001  
  
 

Mengesahkan, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember 
 
 
 
 
 

Dr.  Ardiyanto,  M.Si,   
NIP 195808101987021002 
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RINGKASAN 

Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770 ) Melalui e-filling 

Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan; Neli Novia 

Andriani, 150903101019; 2018: 148 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Surat Pemberitahuan Tahunan pajak disampaikan oleh wajib pajak kepada 

Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual, namun seiring 

dengan perkembangan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia 

internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan suatu sistem pelporan 

pajak melalui internet yang dikenal dengan nama e-filing. Namun tidak hanya 

sampai dengan e-filing saja, setelah sukses dengan program e-filing nya Direktorat 

Jenderal Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan 

SPT yang dikenal dengan nama e-form. 

E-form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan exstensi .xfdl 

yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form 

Viewer yang disediakan djponline.pajak.go.id. Setelah SPT tahunan dibuat secara 

offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikasi 

Form Viewer. Terdapat 3 jenis Formulir SPT pada aplikasi e-form yaitu Formulir 

e-form 1770S untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto 

lebih dari Rp. 60.000.000 juta, formulir e-form 1770 untuk wajib pajak orang 

pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan formulir e-

form 1771 untuk wajib pajak badan. Ada 3 langkah dalam memulai layanan e-form 

DJP yaitu Instal Aplikasi Form Viewer, Buat SPT (mendownload formulir e-form 

serta mengisinya), kirim SPT dan terima Bukti Penerimaan Elektronik. 

Dalam pelaksanaannya, e-form terdapat beberapa keuntungan dan 

kekurangan antara lain yaitu  keuntungan menggunakan e-form ini adalah wajib 

pajak dapat lebih mudah dalam mengisi SPT karena dapat diisi secara offline, 

Penyampaian SPT nya  dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja, dengan 

menggunakan e-form bisa memiliki simpanan file SPT yang dapat dibuka kapan 
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saja tanpa akses internet dan beberapa keuntungan lainnya.  Untuk kekurangan e-

form sendiri adalah perlunya instal aplikasi pendukung seperti Aplikasi Form 

Viewer, tidak adanya petunjuk pengisian formulir e-form dan masih banyak wajib 

pajak yang belum mengerti tentang teknologi informasi atau bagaimana cara 

mengoperasikan komputer dan sejenisnya.    

 (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember). 
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PRAKATA 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul 

“Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770 ) Melalui e-filing Pada 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”. Laporan Praktek Kerja 

Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan 

Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Dr.  Ardiyanto,  M.Si,  selaku  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  

Politik Universitas Jember; 

2. Dr.Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan 

Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4 .  Dr. I Ketut Mastika, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik;  

5 .  Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing 

Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;  

6 .  Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi 

kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis 

dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember; 

7. Bapak Drs.Agus Sambodo.SH.,MSA.,BKP  Selaku Direktur Utama Kantor 

Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang; 

8. Seluruh Staff dan Karyawan KKP.Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta 

Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar 

dan Rekan.   
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9. Detasemen Uno dan Trio Pajak teman –teman yang sudah membimbing dan 

mendukungku selama kuliah; 

10. Ristika Arum, Aisyah Ghatra H dan Kak Onie Nasmi teman –teman kos yang 

senantiasa banyak  membantu dan memberi dukungan; 

11. Genk Tlogomas War temen-temen magang yang sudah banyak membantu dan 

memberi dukungannya; 

12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 

Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya; 

13. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) 

Tax Center dan Himpunan Mahasiswa Diploma Tiga (HIMADITA) Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terimakasih atas pengalaman 

dan kerjasamannya, semoga Tax Center dan HIMADITA semakin berkembang 

dan maju; 

14. Seluruh   keluarga  besar   yang  selalu   memberikan   semangat   dalam   proses 

pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata; 

15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung 

hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.  

 Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala 

kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata 

ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat 

memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca. 

 

 

 

        Jember,  11 April 2018

         Penulis 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor penerimaan pajak. 

Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak digunakan oleh 

pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk 

mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat 

dominan. Peranan pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam kehidupan sehari-hari.  

Manfaat yang dirasakan dari pajak sendiri adalah fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, fasilitas transportasi, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran 

pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. 

Demi mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai 

upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan,yaitu dengan 

melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta 

sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas,sehingga 

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib 

Pajak.  

Dilihat dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak 

telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system 

menjadi self assesment system. Self assessment system sendiri diatur pada UU 

No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Berbeda dengan official assessment system, dalam self assessment system Wajib 

pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajaknya. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas 
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aparatur perpajakan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan dari official 

assessment sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan kepatuhan wajib 

pajak, maupun untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan 

dari penerimaan dalam negeri. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh 

rangkaian kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti, pengisian, 

pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kegiatan 

tersebut sangatlah tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar 

dan menimbulkan biaya tambahan.   

Adanya perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pekerjaan mengolah, mengelola, menyalurkan, serta menyebarkan 

informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak 

digunakan oleh manusia bahkan dalam praktek pemerintahan dibeberapa negara. 

Penggunaan teknologi informasi melalui media online yang menjadi salah satu 

pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta 

kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) 

dengan mengembangkan e-goverment. e-goverment telah diperkenalkan di 

Indonesia melalui Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dibawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang 

sudah menerapkan e-goverment.  

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Serta 

merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 

negara dalam pembiayaan pembangunan. Demikian pendapatan negara untuk 

melakukan pembenahan daerah maupun perkotaan terdapat dari iuran bersama 

masyarakat Indonesia, berupa pajak yang dibayarkan setiap bulan maupun tahun 
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berjalan. Hal tersebut berguna untuk mensejahterakan dan memberi kemakmuran 

bagi rakyat bersama. Peraturan perundang-undangan pun tidak terlepas guna 

mengatur tentang pajak, peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu, 

Undang- undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan 

(KUP) ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong oleh pemerintah 

menurut Undang-Undang No.36Tahun 2008 diantaranya adalah:  

a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Bea Materai; 

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);dan 

e. Pajak Penghasilan (PPh),  

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas 

penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau 

badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan sendiri 

meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak 

Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasila Pasal 4 ayat 2.  Dari berbagai jenis 

pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu 

pajak yang memberikan masukan yang sangat besar bagi negara. Kebijakan 

pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah 

dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 

Tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 

21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. 

Sebagai masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif (warga Indonesia) 

dan objektifnya (memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak) wajib 

melakukan kewajiban administrasi perpajakannya, salah satunya yaitu menghitung 

dan menyetorkan pajaknya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 
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101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) yaitu:  

Tabel 1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1. 

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Besaran 

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) ada 4 (empat) kriteria yaitu Rp.54.000.000 

untuk wajib pajak orang pribadi, Rp.4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang 

sudah menikah (kawin), Rp.4.500.000 tambahan untuk setiap  anggota keluarga 

(paling banyak 3 orang tanggungan), dan yang terakhir Rp.54.000.000 untuk 

tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung, sesuai dengan Undang –

undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan 

maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan 

yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala 

keluarga atau dalam hal ini yaitu suami, Namun apabila pekerjaan istri didapat dari 

satu pemberi kerja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan 

bebas suami maka tidak akan digabung dengan syarat penghasilan istri telah 

dipotong terlebih dahulu oleh pemberi kerjanya.  

Jika wajib pajak memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

tetapi memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga tetap harus melaporkan 

pajak terutangnya meskipun nihil, karena hal tersebut merupakan kewajiban Wajib 

Pajak. Dalam hal pelaporan pajak terutang Wajib Pajak menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT) untuk mengisi data-data yang terkait dengan pelaporan pajak. 

Penerima PTKP Setahun Sebulan 

Untuk diri pegawai Rp. 54.000.000 Rp. 4.500.000 

Tambahan untuk pegawai yang sudah 
menikah (kawin) 

Rp.   4.500.000 Rp.     375.000 

Tambahan untuk seorang istri yang 
penghasilannya digabung 

Rp. 54.000.000 Rp. 4.500.000 

Tambahan untuk setiang anggota 
keluarga  

*) paling banyak 3 (tiga) orang 

Rp.  4.500.000 Rp.    375.000 
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Kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) ataupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) 

tempat wajib pajak terdaftar. 

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh kontan.co.id (Diakses pada 22 Februari 

2018) jumlah pelapor SPT tahun 2017 mencapai 9,01 juta. Jumlah tersebut 

meningkat hampir 400.000 pelaporan SPT dibanding tahun 2016 yang tercatat 8,61 

juta pelaporan SPT. Dari jumlah penyampaian tersebut 6,9 juta di antaranya 

merupakan penyampaian SPT secara elektronik. Hal tersebut meningkat dibanding 

tahun 2016 yang sebesar 5 juta penyampaian SPT secara elektronik. Sedangkan 2,1 

juta sisanya merupakan penyampaian SPT secara manual. Artinya semakin 

berkembangnya model penyampaian SPT secara elektronik maka semakin 

berkembang pula jumlah kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu Direktorat 

Jenderal Pajak berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak 

dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada 

administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah 

sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.   

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak ini disampaikan oleh 

wajib pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara 

manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk 

kertas) yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia 

internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan suatu sistem pelaporan 

pajak melalui internet yang dikenal dengan e-filing yang diatur berdasarkan PER-

39/PJ/2011 dan telah di ubah dengan peraturan terbaru yaitu PER- 1/PJ/2014. 

e-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat 

Jenderal Pajak. Untuk saat ini, fasilitas e-filing  dapat digunakan untuk beberapa 

jenis SPT yaitu SPT Tahunan OP Formulir 1770S, SPT Tahunan OP Formulir 

1770SS, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan 
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PPh Badan Formulir 1771, serta SPT Masa PPN dan PPnBM. Penyampaian SPT 

melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-filing ini merupakan upaya dari 

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib 

pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib 

pajak tidak perlu datang secara langsung dan mengantri untuk melaporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Setelah sukses dengan program e-filing nya pada bulan Maret 2017 Direktorat 

Jenderal Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan 

SPT yang diberi nama e-form yang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib 

Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya . E-form  merupakan formulir SPT 

elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan 

secara offline menggunakan Aplikasi Form Viewer yang disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak. Setelah SPT Tahunan dibuat secara offline, Wajib Pajak bisa 

langsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikasi Form Viewer. Untuk 

saat ini fasilitas e-form dapat digunakan 3 jenis SPT , yaitu: 

a. SPT Tahunan OP Formulir 1770S, bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya 

dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final; 

b. SPT Tahunan OP Formulir 1770, dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau 

lebih pemberi kerja, dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final, dalam negeri 

lainnya/luar negeri; 

c. SPT Tahunan Badan Formulir 1771. 

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berujung pada 

pengenaan sanksi. Sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, yang 

dimulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, membutuhkan 

kecermatan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku ataupun penghitungannya. Oleh karena alasan tersebut, banyak wajib pajak 
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orang pribadi maupun badan yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk 

membantu mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. 

Misalnya di Malang, tercatat ada 30 Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang 

bergabung dalam Ikatan Konsutan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. 

(Lampiran 28 Halaman 129) 

Salah satunya yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo 

SH.,MSA.,BKP dan rekan. Menurut Konsultan Pajak (Sugiarto,2018) KKP Drs. 

Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP dan Rekan memberikan pelayanan konsultasi 

perpajakan diantaranya: Jasa untuk mendampingi clien dalam kewajiban 

perpajakannya, Jasa konsultasi perpajakan internasional, Jasa Pemberian pelatihan 

di bidang perpajakan, Workshop, kursus Brevet Pajak A,B dan C, Seminar, In 

Company Training dan, jasa konsultasi yang dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu, meliputi konsultasi pembuatan SPT Tahunan dan pelaporan SPT Tahunan 

dan konsultasi kasus-kasus tertentu serta permohonan tertentu. 

Adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat 

bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena 

itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan 

kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi 

perpajakan yang modern. Menurut Konsultan Pajak ( Sugiharto, 2018) saat ini 

belum semua Wajib Pajak menggunakan e-form karena sebagian Wajib Pajak 

masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT 

sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib 

Pajak yang belum paham tentang tata cara pelaporan SPT melalui e-form  dan 

kemampuan atau wawasan Wajib Pajak tentang teknologi informasi masih kurang. 

Selain itu, sosialisasi tentang e-form  kepada Wajib Pajak masih belum maksimal 

dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat 

yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
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Dengan adanya e-form ini diharapkan mampu memudahkan petugas pajak dalam 

pengelolaan dan sistem administrasi SPT. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul 

tentang ” Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770 ) Melalui 

e-filling Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimanakah Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form (1770S dan 

1770) Melalui e-filing Pada Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo Dan Rekan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan Progam Studi Diploma III Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap 

kegiatan dilakasanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu: 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan prosedur pengisian e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filing Pada 

Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo Dan Rekan. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan 

teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan; 

2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan 

dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

3) Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta 

dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi; 
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4) Untuk membantu dan ikut berperan serta dalam memberikan pemahaman 

tentang pengisian dan pelaporan e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filing 

kepada masyarakat, dosen, mahasiswa dan stakeholder. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun besrsifat organisasi; 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara 

menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang 

professional.  
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BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai 

macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan 

dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaporan pajak menggunakan 

e-form (1770S dan 1770) melalui e-filing. 

2.1 Prosedur dan Pelaporan 

2.1.1 Pengertian Prosedur dan Pelaporan 

Mulyadi (2001:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

Mulyadi (2001:8) mengemukakan Pelaporan merupakan catatan yang 

memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak 

yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi Pajak Bedasarkan Undang-Undang Ketentuan UmumNo. 28 Tahun 

2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) 

mendefinisikan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 
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2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:3), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh:  

1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi 

jual-beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif 

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal ; 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksutkan agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa 

negara; 

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, 

seperti industri semen,industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan 

agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat 

mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan); 

5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksutkan untuk penyederhanaan penghitungan 

pajak; 

6) Pemberlakuan tax holiday,dimaksutkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

   

2.2.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak  

Menurut Ilyas (2012:5), pengertian Wajib pajak dan Subjek Pajak adalah: 

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, dan pemungutan pajak, yang 
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

 

2.2.4 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga.  

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yangpada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatanyang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau 

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga 

unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut 

ini ketiga unsur tersebut. 

a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak; 

b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul 

terlebih dahulu beban pajaknya; 

c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus 

dibebani pajak. 

d) Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut 

pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada 

lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung. 
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b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM. 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel,dll. 

 

2.2.5 Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:17) Dalam pemungutan pajak terdapat 

beberapa cara, sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (Riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.  Kelebihan stelsel ini 
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adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui) 

2) Stelsel Fiktif  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel 

ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 

akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran  

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada wal 

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. 

Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat 

diminta kembali.  

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2017:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur 

perpajaknnya). 
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2) Self Assesment System 

Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisitaif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang 

berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk:  

a) menghitung sendiri pajakyang terutang; 

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian 

besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib 

Pajak. 

3) With  Holding System 

Sistem pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk peranan dominan ada pada pihak ketiga. 
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2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam: 

a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa presentase tetap terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai paajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk 

penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean akan dikenai Pajak 

PertambahanNilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: 

besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajaksemakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga): 

1) Tarif Progresif Progresif  : kenaikan presentase semakin besar 

2) Tarif Progresif Tetap  : kenaikan presentase tetap 

3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajaksemakin besar.  

 

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak 

a. Pengertian 

Bedasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor Pokok 

Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

b. Fungsi Nomor PokokWajib Pajak 

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan; 

c. Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak 

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak 

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 

 

2.2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) 

a. Pengertian  

Menurut Halim et al (2017:25) Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh 

wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Dasar Hukum SPT  

Surat Pemberitahuan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan. 

c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjwabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
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a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satau Tahun Pajak 

atau bagian Tahun Pajak; 

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objekpajak; 

c) Harta dan kewajiba, dan/atau; 

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjwabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

d. Jenis Surat Pemberitahuan 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016 pasal 1 

jenis-jenis SPT, yaitu: 

1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas: 

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah); 

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan menyelenggarakan 

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-

US); 

c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari usaha /pekerjaan bebas yang menyelenggarakan 

pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih 
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pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari 

penghasilan lain (1770); 

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainya, yang 

dikenakan PPh finaldan/atau bersifat final (1770 S);  

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadiyang mempunyai 

penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak 

melebihi Rp 30juta setahun (1770 SS). 

2) SPT Masa, yaitu: 

a) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2; 

b) SPT Masa PPh Pasal 15; 

c) SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26; 

d) SPT Masa PPh Pasal 22; 

e) SPT Masa PPh Pasal 23dan 26; 

f) SPT Masa PPN dan PPnBM; 

g) SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

suatu tahun pajak. 

 

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan  

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu 

yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran 

untuk dikenakan Pajak Penghasilan. 
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Resmi (2017:71) menyebutkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 

Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang Pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak,yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap 

dapat dilaksanakan. 

c. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan  usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan 

Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit 

tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang 

dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan untuk meperoleh penghasilan merupakan Subjek 

Pajak.  

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan 
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badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

1) Tempat kedudukan manajemen; 

2) Cabang perusahaan; 

3) Kantor perwakilan; 

4) Gedung kantor; 

5) Pabrik; 

6) Bengkel; 

7) Gudang; 

8) Ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11) Perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, atau kehutanan; 

12) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan; 

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung resiko di Indonesia; 

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan melalui internet. 

 

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2016:166) yang tidak termasuk subjek pajak 

penghasilan yaitu: 

a. Kantor perwakilan negara asing; 
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b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, 

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi International dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usahaatau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi International, dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha,kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan di Indonesia.  

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2017:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, 

jasa,kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sedangkan Objek Pajak 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 

Pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 

b. Penghasilan dari usaha dan kegitaan; 
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c. Penghasilan dari modal,yang berupa aset gerak ataupun aset takgerak seperti 

bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang 

tidak dipergunakan untuk usaha: dan 

d. Penghasilan lain-lain,seperti pembebasan utang dan hadiah. 

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan 

dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.4.1 Pengertian  

Menurut Mardiasmo (2016:197) Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam 

negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Halim et al (2017:89), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 252/PMK.03/2008 yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21, meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai; 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang 

kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 
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c. Dana Pensiun, baadan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang mebayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari 

tua; 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar: 

1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 

Subjek Pajak dalamnegeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan 

untuk dan atas nama persekutuan; 

2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek 

Pajak luar negeri; 

3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 

magang. 

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan Pemrintah, organisasi yang bersifat 

Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 

yang menyelenggarakan kegiaatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau 

penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.  

 

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2016 yang termasuk 

subjek pajak penghasilan pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

b. Pegawai; 

c. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

d. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 

1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
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2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau 

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 

3) Olahragawan; 

4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,dan moderator ; 

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronikasi, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7) Agen iklan; 

8) Pengawas atau pengelola proyek; 

9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

10) Petugas penjaja barang dagangan; 

11) Petugas dinas luar asuransi; 

12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima 

atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan 

kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium 

dari pemberi kerja. 

e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, 

seni, ketangkasan, ilmupengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

5) Peserta kegiatan lainnya. 
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f. Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu 

dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling banyak 

sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% (dua koma lima persen) dan bersifat 

final. 

 

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2016, objek pajak 

penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan, adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 

sehubungan dengan pensiunan yang diterima secara sekaligus berupa uang 

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan 

pembayaran lain sejenisnya; 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara 

bulanan. 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

g. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tentiem, 

gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur, dan peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana 

pensiun. 
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2.4.5 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2016 yang termasuk 

kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

b. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 

masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan menyimpan 

catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

c. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau pensiun berkala paling lama 1 

(satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti 

bekerja sebelum bulan desember, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

harus diberikan paling lama 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti 

kerja; 

d. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 selain pegawai tetap dan pensiun berkala setiap kali 

melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; 

e. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa 

pajak berakhir; 

f. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 

setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan 

masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah 

masa pajak berakhir. 
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2.4.6 E-Goverment 

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta 

kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) 

dengan mengembangkan e-goverment. e-goverment telah diperkenalkan di 

Indonesia melalui Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dibawah Kementerin Keuangan merupakan salah satu intansi pemerintah yang 

sudah menerapkan e-goverment. Salah satunya yaitu e-filing.  

e-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik 

yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat 

Jenderal Pajak. Setelah sukses dengan program e-filling nya Direktorat Jenderal 

Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan SPT 

yang diberi nama e-form yang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib 

Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. e-form  merupakan formulir SPT 

elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan 

secara offline menggunakan Aplikasi Form Viewer yang disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

2.5 E-filing 

2.5.1 Pengertian e-filing 

e- filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara 0nline yang realtime melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi 

atau Application Service Provider (ASP). 
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2.5.2 Dasar Hukum e-filing  

Wajib pajak yang menggunakan e-filing ini mendapatkan perlindungan 

hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak 

atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibutuhkan 

dalam SPT elektronik merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada 

informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar 

Hukum mengenai e-filing ini antara lain: 

a. Peraturan Direktoraj Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; 

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi 

yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 

Pada tahun 2015 pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 1770 dapat disampaikan melalui e-Filing sesuai dengan Perturan 

Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2015 yang kemudian diperbarui dengan 

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Elektronik. 

 

2.5.3 Elemen yang berkaitan dengan e-filing 

a. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) 

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomer identitas yang 

digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing dan 

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepadaWajib Pajak yang mengajukan 

permohonan untuk melaksanakan pelaporan melalui e-filing. e-FIN berupa 

kode kombinasi angka dan huruf sebanyak 10 digit. Permohonan untuk 

memperoleh e-FIN (Electronic Filing Identification Number) dapat 

disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan 

menggunakan formulir permohonan memperoleh e-FIN, dengan melampirkan: 

1) Fotocopy Identitas di Wajib Pajak; 
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2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; 

3) Dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak dan 

menyampaikan surat kuasa bermaterai serta fotocopy identitas diri kuasa. 

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN (Electronic Filing 

Identification Number) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan 

diterima dengan benar dan lengkap. (Contoh terlampir di Lampiran 25 halaman 

126) 

b. Notifikasi 

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT 

yang disampaikan melalui e-Filing melalui website Sirektorat Jenderal Pajak. 

c. E-mail (Electronic Mail)  

E-mail (Electronic Mail) adalah surat dalam bentuk elektronik. E-mail 

merupakan salah satu fasilitas atau layanan internet yang digunakan untuk 

proses pelaporan secara e-Filing dimana e-mail tersebut akan menerima 

beberapa notifikasi dari e-Filing. 

d. Kode verifikasi  

Kode verifikasi adalah sekumpulan angka dan/ atau huruf yang digenerate oleh 

sistem Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam 

proses e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).  

e. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)  

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah 

nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui 

Modul Penerimaan Negara (MPN). (contoh Terlampir di Lampiran 24 halaman 

125) 

f. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)  

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah inforrmasi yang meliputi nama, 

NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera 

pada hasil cetakan bukti penerimaan dalam hal e-Filing yang dilakukan melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak. (Contoh Terlampir di Lampiran 26 halaman 

127) 
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2.5.4 Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses e-filing 

a. Bukti Transaksi e-filing 

1) Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari 

Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT; 

2) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi 

NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor 

transaksi Pengiriman ASP (NTPA), dan kode ASP. 

b. Masa Pemberlakuan e-Filing 

1) Penyampaian SPT secara e-filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 

7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); 

2) SPT yang disampaikan secara e-filing pada akhir waktu penyampaian SPT 

yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu; 

c. Penyempurnaan e-filing 

1) Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, 

Wajib Pajak pengguna e-filing tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy 

SPT dan SSP lembar ke 3 (tiga) bila telah memenuhi ketentuan; 

2) Wajib pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib 

dilampirkan ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung 

atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 

47/PJ/2008, paling lama 14 hari sejak batas terakhir pelporan SPT jika SPT 

disampaikan sebelum batas akhir penyampaian, dan 14 hari sejak tanggal 

penyampaian SPT secara e-filing jika SPT disampaikan setelah batas akhir 

penyampaian; 

3) SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan 

tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara ekektronik, 

sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya; 

4) Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan 

dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT 

beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman 

surat; 
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5) Jika wajib pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam 

jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak dianggap tidak 

menyampaikan SPT. 

 

2.6 E-Form 

2.6.1 Pengertian 

E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan exstensi 

.xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form 

Viewer yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat 

secara offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT-nya secara online via 

Aplikasi Form Viewer. 

 

2.6.2 Dasar Hukum 

a. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2015 yang kemudian diperbarui 

dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 tentang Penyampaian 

Surat Pemberitahuan Elektronik. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat 

Pemberitahuan. 

c. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang 

perubahan keempat atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-

34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta 

Petunjuk Pengisiannya. 

d. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. 

 

2.6.3 Jenis Formulir SPT yang dapat Digunakan dalam e-form yaitu: 

a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016, SPT 

Tahunan OP 1770 S yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak 
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Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau 

pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah) setahun. (Contoh Terlampir di Lampiran 27) 

b. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770  

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016, SPT 

Tahunan OP 1770 yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu 

atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau 

bersifat final, dan/atau dalam negeri Iainnya atau Iuar negeri. (Contoh 

Terlampir di Lampiran 19) 

c. SPT Tahunan Badan Formulir 1771 

 

2.6.4 Spesifikasi Komputer Untuk Aplikasi Form Viewer 

Menurut www.pajak.go.id  Sistem Requirements Aplikasi IBM Form Viewer 

OS Windows yaitu : 

a. OS Version : Windows 7 Pro or Later, Max Windows 10 

b. Disk Space : 500MB 

c. Memory  : 2 GB RAM  

d. Processor  : 3.00 GHz Dual-Core Processor 

 

2.6.5 Prosedur Pengisian e-form 

Adapun prosedur pengisian e-form menurut Konsultan Pajak (Retno, 2018) 

secara umum, yaitu: 

a. Siapkan dokumen pendukung, layanan e-Form saat ini telah tersedia untuk SPT 

Tahunan PPh OP (1770) maupun Badan (1771); 

b. Untuk membuka formulir, klik duakali padafile yang sudah diunduh; 

c. Pada pengisian Daftar harta atau utang atau tanggungan keluarga atau bukti 

potong: 

1) Tambah data : klik pada tombol tambah; 

2) Hapus data  : klik pada tombol minus; 

3) Edit data : klik pada baris atau kolom data yang akan diubah. 
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d. Daftar harta dan bukti potong PPh yang dipotong atau dippungut oleh pihak 

lain wajib diisi; 

e. Baris atau kolom isian data yang berwarna merah wajib diisi; 

f. Pada saat download, pastikan token telah dikirim ke e-mail yang terdaftar, jika 

belum diterima token dapat diminta kembali dengan cara memilih tahun 

pajak,jenis SPT, Kode Pembetulan dan memilih “hanya kirim token”; 

g. Syarat untuk meminta token kembali adalah sudah pernah mengunduh formulir 

SPT Elektronik dengan jenis SPT yang akan sama dan SPT tersebut belum 

pernah dikirimkan; 

h. Token tidak memiliki kadaluarsa,sepanjang token belum digunakan untuk jenis 

Formulir SPT yang telah diunduh; 

i. Token yang diminta untuk dikirimulang, memiliki nilai atau kode yang sama; 

j. Kode pembetulan pada formulir yang telah diunduh dapat diubah sesuai 

dengan kebutuhan, token tetap masih dapat digunakan, tidak perlu meminta 

token kembali; 

k. Data prepopulated pada SPT Tahunan PPh OP 1770 dan 1770S hanya muncul 

jika: 

1) Pelaporan SPT Tahun Pajak sebelumnya menggunakan e-form atau e-

filing; 

2) Pelaporan SPT Tahun Pajak 2017 dengan kode pembetulan sebelumnya 

(n-1) menggunakan e-form atau e-filing. 

l. Data prepopulated untuk e-Form 1770 berupa, data wajib pajak, daftar harta, 

daftar kewajiban atau hutang, daftar susunan keluarga, daftar pemotongan atau 

pemungutan pihak lain, dan daftar pemotongan PPh 21 Final; 

m. Data prepopulted untuk e-form 1771 hanya data wajib pajak (NPWP, Nama 

WP, Jenis Usaha, dan KLU); 

n. Anda bisa meng-upload lampiran (pdf) bila ada: 

1) SPT 1770 S (LB); 

2) SPT 1770 (N atau Kb atau LB); 

3) SPT 1771 (N atau KB atau LB). 

P. Untuk SPT dengan status kurang bayar wajib menginput NTPN.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. 

Agus Sambodo dan Rekan di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada bagian 

Konsultan Pajak. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai 

dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan.  

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak 

Drs. Agus Sambodo dan Rekan  

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur  

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KKP Agus Sambodo dan rekan 

terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT.Cipta Sarana 

Cendekia (Professional Education Development Partner), CV. Cipta Jasatama 

(Training & Education Center), KKP Agus Sambodo dan rekan (Registered Tax 

Consultants), dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (Registered Public 

Accountants). Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas 
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Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form (1770S 

dan 1770) melalui e-filing Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo  dan rekan. Berikut beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Mengaudit laporan keuangan 

klien, Merekap dan mengarsip data-data keuangan klien terkait pajak yang akan 

dihitung dan ditentukan, Mengentri data keuangan klien ke dalam komputer, dan 

melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan e-form 

melalui e-filing dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir 

Penulis  dan Menghitung besarnya Pajak Penghasilan (Orang Pribadi) yang akan 

disetor. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja 

Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin,26 
Februari 2018 
Penanggung 
jawab : Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 
 

 

 

 

 

a. Perkenalan 
b. Belajar memahami 

kegiatan apa saja yang 
berada  KKP Agus 
Sambodo dan rekan 

 

a. Dapat berkenalan 
dengan seluruh 
karyawan KKP Agus 
Sambodo dan rekan 

b. Dapat mengetahui  
kegiatan apa saja yang 
berada  KKP Agus 
Sambodo dan rekan 
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(a) (b) (c) (d) 

2. Selasa,27 
Februari 2018  
Penanggung 
jawab: Drs Agus 
Sambodo 
SE.,MSA.,BKP 
dan Nanda Putri 
Aprilianti 
 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
Tax Flow dan KUP 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
Tax Flow dan KUP 

3. Rabu,28 
Februari 2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiarto 
M.Pd.,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong PPh 
Pasal 23 atas PT XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
KUP 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
23 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
KUP 

4. Kamis, 01 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong PPh 
Pasal 22 atas PT XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C tentang 
PPh 21 & 26 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
22 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
PPh Pasal 21 & 26 

5. Jum’at,02 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani  

Menghitung PPh 21 atas 
gaji pegawai PT XXX 

Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung PPh 
Pasal 21 atas 
Pegawai 
Perusahaan 
 

6. Sabtu, 03 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno  

a. Menginput data keuangan 
kas kecil Universitas 
XXX 

b. Sharing pelaporan Pajak 
atau SPT Tahunan 
menggunakan e-filing 

 

a. Dapat mengetahui 
pengeluaran terkait 
kas kecil 
Universitas XXX 

b. Dapat mengetahui 
tentang e-filing 
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(a) (b) (c) (d) 

7. Senin, 05 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab: Retno 
dan Tim 
Instruktur 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing.  

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
workshop  

a. Dapat mengetahui 
tata cara pelaporan 
SPT tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

8. Selasa, 06 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Tim 
Instruktur 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
workshop 

a. Dapat mengetahui 
tata cara pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang di bahas 
dalam workshop 

9. Rabu, 07 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno,  
Kartika Ayu 
Rahmadani dan 
 Tim Instruktur 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing. 

b. Mengaudit Laporan 
Penyusutan Aset Tetap 
PT. Kadiri Putra dan CV. 
Tulungagung Jaya 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C tentang 
workshop 

a. Dapat mengetahui 
tata cara pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat Memahami 
Penghitungan 
Penyusutan Aset 
Tetap 

c. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

10. Kamis, 08 Maret 
2018 
Penanggung 
mJawab: Kartika 
Ayu Rahmadani   

a. Menginput data Tax 
Amnesty PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C tentang 
workshop 

a. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

11. Jumat, 09 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

Menginput data Aset 
Tetap PT.XXX 

 

Dapat mengetahui 
tentang aset Tetap 
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(a) (b) (c) (d) 

12. Sabtu, 10 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab: Retno 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Sharing-sharing 
pelaporan SPT Tahunan 
menggunakan e-Form 

b. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

a. Dapat mengetahui 
Pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-
Form 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

13. Senin, 12 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  
melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
SPT PPh Akhir Tahun 
(1770) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian SPT PPh 
Akhir Tahun Orang 
Pribadi 

14. Selasa, 13 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:   Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form. 

b. Membuat e-SPT atas 
Orang Pribadi 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
SPT PPh Akhir Tahun 
Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat e-SPT 
atas orang pribadi 

c. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian SPT PPh 
Akhir Tahun Badan  

15. Rabu, 14 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas 
Orang Pribadi 

b. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang SPT PPh Akhir 
Tahun Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat e-SPT 
atas orang pribadi 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

c. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian SPT PPh 
Akhir Tahun Badan 
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(a) (b) (c) (d) 

16. Kamis, 15 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Nanda 
Putri Aprilianti 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

b. Merekap data PPh 23 atas 
P.XXX 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
e-SPT Masa 21 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat memahami 
penghitungan PPh 
23 dalam 
perusahaan 

c. Dapat mengerti 
bagaimana 
pengisian SPT masa 
21 secara eletronik 

17. Jumat, 16 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab: Nanda 
Putri dan 
Kartika Ayu 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan orang pribadi 
menggunakan  e-form 

b. Melaporkan SPT Tahuan 
orang pribadi 
menggunakan e-form 

c. Membuat e-SPT orang 
Pribadi atas klien 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat mengetahui 
bagaimana cara 
pengisian SPT OP 
secara elektronik 

18. Senin, 19 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
e-faktur 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-
filing atas pegawai 
PT XXX 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat faktur 
pajak secara 
elektronik 

19. Selasa, 20 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas 
klien  

b. Merekap Laporan 
Keuangan atas klien 
PT.XXX 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C tentang 
e-faktur 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
susunan laporan 
keuangan 
perusahaan 

c. Dapat mengetahui 
cara membuat faktur 
pajak secara 
elektronik 
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(a) (b) (c) (d) 

20. Rabu, 21 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan Azizah  

a. Menginput Daftar Harta 
pada e-SPT atas klien 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
e-SPT orang pribadi 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
orang pribadi 
secara elektronik 

21. Kamis, 22 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs 
Sugiharto,M.Pd.
,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Merekap data Laporan 
Tax Amnesty CV.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Jasa Kontruksi 

a. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 

22. Jumat, 23 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
dan Retno  

a. Menghitung, Mengarsip 
dan Membuat SPT PPh 
Pasal 21 atas Komisaris 
(clien) 

b. Merekap data Laporan 
Tax Amnesty CV.XXX 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung dan 
melaporkan SPT 
PPh Pasal 21 atas 
Komisaris 

b. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

23. Sabtu, 24 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Retno  

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan CV. XXX 

b. Merekap bukti potong 
PPh Pasal 23 

 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

b. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
23 

24. Senin, 26 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Azizah 
dan Drs. 
Sugiharto, 
M,Pd.,BKP 

a. Merekap Data Rekening 
Koran Kopkar Mapan 
Sejahtera PT. XXX mulai 
Januari s/d Desember 
2017 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Jasa Kontruksi 

a. Dapat memahami 
dan mengerti PPh 
yang dipotong atas 
rekening koran di 
bank  

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 
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(a) (b) (c) (d) 

25. Selasa, 27 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan 
Drs.Ali Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP  

a. Merekap data Buku 
Besar atas KSU XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat Buku 
Besar  

b. Dapat mengetahui 
manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

26. Rabu, 28 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
dan  Drs.Ali 
Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP 

a. Mengoreksi ulang 
Laporan Keuangan atas 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning 

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
tentang manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

27. Kamis, 29 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
dan  Drs.Ali 
Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP 

a. Mengoreksi ulang 
Laporan Keuangan atas 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C 
Tentang Pembahasan 
soal-soal USKP 

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
materi-materi 
tentang USKP dan 
strategi cara 
mengerjakannya 

28. Sabtu, 31 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika 
Putri Aprilianti 

a. Diskusi Mengenai 
Tugas Akhir  

b. Merekap data Faktur 
Pajak PT.XXX 

a. Dapat mengetahui 
tambahan – 
tambahan materi 
untuk Tugas Akhir 

b. Dapat memahami 
tentang Faktur 
Pajak 

29. Senin, 2 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

Merekap Data SPT PPh 
pasal 4 ayat 2 PT.XXX 
 

Dapat memahami 
dan mengerti 
tentang pajak PPh 
Pasal 4 ayat 2 pada 
perusahaan 
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi 

yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data 

kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa studi kasus secara langsung 

terhadap Wajib Pajak. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol 

angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti 

potong pajak dan/atau pencatatan peredaran bruto yang akan dinyatakan dalam 

bentuk numerical serta diolah secara elektronik. 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

30. Selasa, 3 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

31. Rabu, 4 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiharto,M.Pd.
,BKP 

Sharing-sharing tentang 
peraturan terbaru 
Perpajakan 

Dapat mengetahui 
peraturan-peraturan 
perpajakan terbaru 
dan perbandingan 
dengan peraturan 
lama 

32. Kamis, 5 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs.Ali 
Irfan,MSA.,Ak.,
CA.,BKP 

Sharing-sharing 
perpajakan tentang 
Tranfer Pricing 

Dapat mengetahui 
dan lebih mengenal 
tentang apa itu 
Tranfer Pricing 

33. Jumat, 6 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs 
Agus Sambodo, 
SH.,MSA.,BKP 
dan Dwi 
Hariyani 

Closing Ceremony dan 
Berpamitan kepada 
semua staff Kantor 
Konsultan Pajak Agus 
Sambodo dan Rekan 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Prakek Kerja Nyata ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada 

Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pelaporan SPT 

Tahunan seperti Bukti Potong dan/atau pencatatan peredaran Bruto Wajib 

Pajak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel,internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, 

Undang-Undang dan sebagainya. (Supomo,2014:136). Jenis Dokumen yang 

digunakan penulis yang pertama yaitu Bukti Potong wajib pajak bidan yang 

memiliki pekerjaan tetap di sebuah Puskesmas dan yang kedua yaitu Bukti 

Potong seorang wajib pajak Dokter (PNS) yang sudah pensiun namun tetap 

menjalankan pekerjaan bebas (Praktek Dokter), hal ini dikarenakan perijinan 

saat pengambilan data.  
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak 

Agus Sambodo dan Rekan tentang Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form 

(1770S dan 1770) melalui e-filing , dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Pengisian e-form dilakukan secara offline sehingga layanan ini sangat mudah dan 

efisien dalam penggunaannya. Pengisian e-form sendiri juga diperlukan Aplikasi 

Pendukung seperti Aplikasi Form Viewer  yang dapat diunduh di website DJP. 

b. Setelah Dokumen Formulir e-Form (1770S dan 1770) disubmit (dilaporkan) 

maka wajib pajak akan menerima notifikasi berupa Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) pada e-mail yang telah didaftarkan untuk proses pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-form.  

5.2 Saran 

Berdasarkan Pembahasan mengenai Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form 

(1770S dan 1770) melalui e-filing maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih meningkatkan kualitas aplikasi e-form 

dalam pengisian SPT 1770 khususnya lampiran III bagian A agar pengisian pajak 

terutangnya terisi secara otomatis, untuk layanan e-form ini agar dilengkapi dengan 

petunjuk pengisian, sehingga diharapkan wajib pajak yang ingin menggunakan 

layanan e-form sudah terbiasa dalam mengisi SPT e-form nya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja 
Nyata 
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Lampiran 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 
Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia 
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Lampiran 11.Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 Tentang 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik 
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Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang 
Surat Pemberitahuan 
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Lampiran 13. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 
Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Peghasilan Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 
Beserta Pentunjuk Pengisiannya 
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Lampiran 14. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016 Tentang 
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 
Tahunan 
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Lampiran 15. Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-A2) 
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Lampiran 16.  Bukti Potong Pajak Penghsilan Pasal 21 (Pensiun) 
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Lampiran 17. Rekapitulasi Pemotongan PPh 21 
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Lampiran 18. Daftar Penghasilan dan Pembayaran PPh 25 
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Lampiran 19. Formulir Induk 1770 
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Lampiran 20. Formulir 1770 Lampiran I (Pencatatan) 
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Lampiran 21. Formulir 1770 Lampiran II 
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Lampiran 22. Formulir 1770 Lampiran III 
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Lampran 23. Formulir 1770  Lampiran IV 
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Lampiran 24. Bukti Penerimaan Negara 
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Lampiran 25. Contoh EFIN  
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Lampiran 26. Bukti Penerimaan Elektronik 
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Lampiran 27.Contoh Formulir e-Form 1770S 
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Lampiran 28.Daftar Konsultan Pajak Yang Terdaftar IKPI (Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia) di Malang 
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